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ABSTRAK

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya
terletak harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak
memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan
fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam
hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap
anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.

Akhir-akhir ini banyak ditemukan orang tua yang dikenakan sanksi karena
menelantarkan, menyiksa, bahkan membunuh anaknya sendiri. Padahal, meski bayi
tergolong dalam fase awal pertumbuhan manusia, tapi sejak ia lahir, 1a sudah
memiliki hak asasi manusia, yang secara hukum juga harus dilindungi. Pembunuhan
semacam ini merupakan jenis kejahatan primitive yang berdampak sangat buruk
terutama pada korbannya, sebab pembunuhan adalah kejahatan yang melanggar Hak
Asasi Manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa,
akal dan keturunan, terhadap pelakunya harus diberi hukuman yang seadil-adilnya.
Tindak pidana pembunuhan terhadap anak sendiri yang terjadi akhir-akhir 1ni
merupakan satu fenomena tersendiri bagi negara pada umumnya dan terlebih lagi
mampu memberi warna baru bagi dunia hukum pada khususnya, terutama bagi para
hakim.

Sebagaimana perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi
terhadap pelaku pembunuhan, penyusun ingin mengkaji bagaimana putusan hakim
terhadap pelaku pembunuhan dan juga pertimbangan utama bagi seorang hakim
dalam menjatuhkan putusan terhadap orang tua yang membunuh anak mereka sendiri
ditinjau dari hukum Islam.

Dalam penelitian ini metode yang penyusun gunakan adalah dengan jenis
penelitian pustaka (/ibrary research), bersifat deskriptif analitik, dengan
menggunakan pendekatan normatif yuridis, teknik pengumpulan data kepustakaan,
pada analisis penyusun menggunakan data kualitatif.

Dari hasil penelitin yang telah penyusun lakukan, dapat diketahui majelis
hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan bayi yang berupa penjara
kepada orang tua bayi tersebut yakni Budiyanto dan Sugiyati selama tiga tahun dan
sepuluh bulan, adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut
dintaranya, hakim telah mendengarkan penjabaran dan keterangan para saksi,
terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Selanjutnya adalah
pertimbangan-pertimbangan yuridis dintaranya pembuktian unsur-unsur dalam pasal
338 KUHP, dan KUHAP.

Selain pertimbangan di atas hakim juga mempertimbangkan hal-hal mengenai
pelaku dan juga kondisi psikisnya, kemudian diharuskan pula bagi secorang hakim
sebelum menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan
dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Dengan adanya pertimbangan-
pertimbangan tersebut diharapkan putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan rasa
keadilan serta memiliki kekuatan hukum yang sah.

i



Drs Makhrus Munajat, M.Hum
Dosen Fakultas Syari’ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal  : Skripsi Saudara M. Fatkhur Rohman
Lam : Satu eksemplar

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari’ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan

perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : M. Fatkhur Rohman
NIM : 04370038
Judul : SANKSI DELIK PEMBUNUHAN BAYI

OLEH ORANG TUANYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Putusan PN Banyuwangi No: 429/Pid.B/2006/PN.Bwi.-)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
strata satu pada jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat untuk diajukan
untuk diuji dalam munagasyah Fakultas Syari’ah dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Rabius Tsani 1430 H
22 April 2009 M

Drs Makhrus Munajat, M.Hum
NIP:150260055

il



Drs Abdul Majid, AS, MSi.
Dosen Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal  : Skripsi Saudara M. Fatkhur Rohman
Lam : Satu eksemplar

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari’ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan

perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : M. Fatkhur Rohman
NIM : 04370038
Judul : SANKSI DELIK PEMBUNUHAN BAYI

OLEH ORANG TUANYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Putusan PN Banyuwangi No: 429/Pid.B/2006/PN.Bwi.-)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
strata satu pada jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat untuk diajukan
untuk diuji dalam munaqasyah Fakultas Syari’ah dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Rabius Tsani 1430 H
22 April 2009 M

mbimbing Il

Drs Abd ajid, AS. MSi.
NIP. 150192830

v



@ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN. 02/K. JS-SKR/PP. 00. 9/ 27/2009

Skripsi dengan judul:

SANKSI DELIK PEMBUNUHAN BAYI OLEH ORANG TUANYA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Putusan PN Banyuwangi No: 429/Pid.B/2006/PN.Bwi.-)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. Fatkhur Rohman
NIM : 04370038

Telah dimunagasyahkan pada : 28 April 2009

Nilai Munaqgasyah T A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ke idang

Drs Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 150.260.055
Penguji I Penguji I1
P Ll I 4 <
Drs. Ahmad Patiroy, MLA HM. Nur, S.Ag. M.Ag
NIP. 150.256.648 NIP. 150.282.522

. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150.240.524



MOTTO

Tidak ada hal buruk yang bisa menjadi kebaikan
Janganlah engkau berlaku seolah melihat fatamorgana,
dan menganggap bahwa keburukan dapat diubah menjadi

kebaikan

keburukan tidak dapat diubah menjadi kebaikan

hanya dengan meninggatkan keburukan, engkau akan
berada diwilayah yang baru, yang mudah bagi kebaikan
untuk mengisi hatimu
hanya dia yang belum mengerti yang masih menyisakan
kursi dihatinya bagi keburukan, dan meyakini suatu ketika
keburukan itu akan menjadi kebaikan
keburukan adalah keburukan, kebaikan adalah kebaikan.
hanya dengan meninggalkan keburukan, kita sampai pada
kebaikan
“You are as honorable as what you do”

(Mario Teguh)
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma,
yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib
dan tentram. Di dalam pergaulan tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-
pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan pokok atau primary needs yang
antara lain mencakup sandang, pangan, dan keselamatan jiwa.' Untuk mengatur hal
itu Allah SWT menurunkan pedoman kepada hamba-hamba-Nya berupa al-Qur’an
dimana di dalamnya tertuang berbagai dasar hukum dan pijakan hukum Islam,
termasuk juga hukum pidana Islam.

Hukum pidana Islam memiliki sebuah adagium yang menetapkan bahwa
balasan untuk suatu perbuatan harus sebanding dengan perbuatan itu. Melihat pada
jenis kejahatan yang telah ditentukan oleh al-Qur’an, dapat kita ketahui bahwa
kejahatan pembunuhan adalah merupakan kejahatan terhadap jiwa sehingga
ditentukan sendiri oleh al-Qur’an. Allah SWT memandang arti pentingnya kehidupan
manusia dengan memberikan peringatan bahwa melenyapkan hidup manusia tanpa

hak adalah sama artinya dengan melenyapkan kehidupan semua manusia. Namun

! Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, cet VII (Jakarta: PT Raja Grafindo,
1994), him. 59.



sebaliknya, menyelamatkan kehidupan manusia berarti pula telah menyelamatkan

kehidupan semua manusia. Allah SWT berfirman:
o old it iy L J8 e 4l Ju) G e WS @l Jal
piela 3y lagan () Lal Ll bl (o g Lagen (ol 8 LSS g )

20358 pmaad i V1 b 3 ans pgie 188 () B il Ul

Di sisi lain manusia mempunyai nafsu yang akan membawanya kepada sikap
serakah dan sewenang-wenang, maka untuk mengatasi dan menanggulanginya perlu
sebuah kontrol yang dapat menjamin adanya ketentraman masyarakat. Disinilah
pentingnya suatu peraturan yang dapat dijadikan petunjuk dalam hidup
bermasyarakat. Peraturan hidup yang bersifat mengatur dan memaksa untuk
menjamin tata tertib dalam masyarakat. Menurut CST. Kansil peraturan hukum ini
disebut dengan istilah kaedah hukum’.

Sementara dewasa ini, kasus kejahatan yang banyak menyita perhatian publik
justru melibatkan anak-anak sebagai obyek kejahatan. Padahal anak merupakan
karunia dan amanat dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua untuk diasuh
sejak bayi hingga menjadi sosok manusia dewasa dan dapat menjadi khalifah di muka
bumi ini. Namun, sangat ironis saat kekerasan bahkan pembunuhan terhadap anak

justru terjadi di lingkungan keluarga. Ini membuktikan bahwa pengertian masyarakat

Z Al-Maidah (5) : 32

3 CST. Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet VIII (Jakarta: Balai
Pustaka, 1989), him. 34,



akan pentingnya memberikan perlindungan kepada anak yang mempunyai hak
kodrati untuk hidup masih sangat lemabh.

Istam menetapkan untuk anak dan orang tua, masing-masing mempunyai hak,
sesuai dengan kedudukannya sebagai orang tua dan anak. Di samping itu Islam juga
mengharamkan beberapa hal kepada mereka masing-masing, demi melindungi dan
menjaga hak-hak tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa anak mempunyai hak
untuk hidup. Ayah dan ibu tidak boleh merenggut hidup si anak, baik dengan
membunuh ataupun dengan menanam hidup-hidup, sebagaimana yang biasa
dilakukan orang-orang Arab di zaman jahiliah. Ketentuan ini bertaku untuk anak laki-

laki maupun wanita. Allah SWT berfirman:

4 0S had (IS aglib (f pSUl g pgd ) 5 Gad (D) Aplia SN ) ) S Y
Dorongan pembunuhan anak bisa disebabkan beragam alasan dan faktor.
Seperti alasan ekonomi karena takut kelaparan dan kemiskinan, atau alasan non-
ekonomis seperti takut tercela kalau si anak itu kebetulan perempuan, maka Islam
mengharamkan perbuatan biadab ini dengan sangat keras sekali. Sebab perbuatan
seperti itu dapat memutuskan kekeluargaan dan menyebabkan permusuhan.
Kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh orang tuanya dalam Islam
menempati kajian khusus sebagai sebuah pengecualian dalam teori pembunuhan (al-
qatlu). Bila pembunuhan dengan sengaja pada umumnya dijatuhi hukuman gishas,

tidak demikian ketika pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang tua kepada

* Al-Isra' (17) : 31



anaknya. Tentu ini menjadi kajian yang menarik untuk dilakukan, mengingat semua
manusia, termasuk seorang bayi sekalipun, memiliki hak yang sama dan setara untuk
hidup.

Sementara pembunuhan bayi yang dilakukan oleh orangtuanya dalam hukum
positif di Indonesia diatur dalam Pasal 341 KUHP yang berbunyi : “Seorang ibu yang
dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan karena takut
ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan
hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.” Dan juga Pasal 342 KUHP yang
berbunyi : “Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang
diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak,
menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian
daripada itu dihukum karena membunuh bayi secara berencana dengan hukuman
penjara selama-lamanya Sembilan tahun.”

Pasal 342 KUHP dengan pasal 341 KUHP bedanya adalah sebelum
melahirkan bayi tersebut, telah direncanakan lebih dahulu artinya sebelum
melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan
pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru
lahir, tidak memerfukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakan
dengan pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang
ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika

si sibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya.



Dalam menyikapi perkara semacam ini setiap pengadilan negeri sudah ada
kebijakan untuk memberikan sanksi pidana terhadap si pelaku yang menurut undang-
undang sudah dibertakukan. Untuk itu peranan hukum dalam masyarakat sangat
penting, bukan saja karena secara eksplisit dinyatakan bahwa Indonesia merupakan
Negara hukum, akan tetapi fungsi yang diembannya harus mencapai sebuah harapan
yang diletakkan terhadap lembaga peradilan (lembaga pengadilan) selaku pemberi

keadilan dan benteng keadilan. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:
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Dengan demikian kebenaran dan keadilan diharapkan dapat terwujud dari
seorang hakim. Berangkat dari masalah di atas, maka perkara tindak pidana
pembunuhan bayi oleh orangtuanya, dan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis
hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi adalah hukuman penjara masing-masing
selam 3 tahun dan sepuluh bulan. Hal ini karena perkaranya terjerat pasal 338 KUHP
jo pasal 55 ayat(1) ke-IKUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan. Akan tetapi yang menjadi akar permasalahan oleh
penyusun adalah tidak sesuainya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim
dalam beberapa ketentuan yang termuat dalam Pasal 338 KUHP.
Atas dasar inilah penyusun antusias untuk melakukan penelitian di Pengadilan

Negeri Banyuwangi sebagai obyeknya adalah surat keputusan majelis hakim dan

3 Al-Maidah (5) : 8



untuk lebih terfokus dalam pembahasan selanjutnya maka penyusun membatasi
masalah tentang sanksi delik pembunuhan bayi oleh orangtuanya dari hasil putusan

majelis hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi, ditinjau dari hukum Istam.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti
dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan hakim terhadap delik pembunuhan bayi oleh orang tuanya
nomor perkara : 429/Pid.B/2006/PN.Bwi Di Pengadilan Negeri Banyuwangi
ditinjau dari segi hukum Islam?

2. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara delik pembunuhan bayi
oleh orang tuanya nomor perkara : 429/Pid.B/2006/PN.Bwi Di Pengadilan

Negeri Banyuwangi ditinjau dari segi hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitia
a. Mendeskripsikan dan menjelaskan putusan hakim dalam menangani perkara
delik pembunuhan bayi oleh orangtuanya nomor : 429/Pid.B/2006/PN.Bwi di
Pengadilan Negeri Banyuwangi kemudian ditinjau dari segi hukum islam
b. Manganalisis putusan hakim dalam menangani perkara delik pembunuhan
bayi oleh orangtuanya nomor : 429/Pid.B/2006/PN.Bwi di Pengadilan Negeri

Banyuwangi kemudian ditinjau dari segi hukum istam



2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai kontribusi positif bagi para akademisi khusunya penyusun untuk
mengetahui lebih lanjut tentang penanganan kasus pembunuhan bayi yang
dilakukan oleh orangtuanya.

b. Diharapkan dengan penelitian ini, akan semakin menambah referensi
pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam
menetapkan hukum oleh seorang mujtahid serta dapat pula menjadi rujukan

dalam penulisan selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Syari’at Islam dengan ajarannya yang sempurna sangat meperhatikan tentang
keadilan yang berhubungan dengan harta, jiwa dan kesejahteraan hidup umat
manusia. Maka di dalam kitab al-Qur’an pun manusia disuruh agar senantiasa
menjaga serta memelihara harta dan jiwa dengan sebaik-baiknya. Syari’at Islam
melarang keras adanya perbuatan yang mengandung penganiayaan bahkan sampai
melakukan pembunuhan yang berakibat meninggalnya seseorang. Hal ini dibuktikan
dengan adanya ketentuan hukum gishas-diyat bagi pelaku penganiayaan maupun
pembunuhan agar mereka yang mempunyai keinginan berbuat kejahatan tidak berani
berbuat bahkan timbul perasaan khawatir dan takut dengan ancaman hukuman
tersebut. Tetapi pada kasus-kasus tertentu yang menyangkut kondisi pelaku, hukuman
gishas tidak bisa dilaksanakan sehingga diganti dengan hukuman lain yaitu berupa

membayar denda atau ganti rugi (diyar) yang diberikan kepada keluarga korban.



Sebelum menganalisa lebih lanjut mengenai tindak pidana pembunuhan bayi
yang dilakukan oleh orang tuanya, terlebih dahulu penyusun akan menelaah buku-
buku yang menjadi acuan dalam membahas delik ini baik dalam hukum pidana Islam
maupun hukum pidana positif.

Buku yang berjudul Figih as-Sunnah karya as-Sayyid Sabiq memaparkan
mengenai tindakan-tindakan kejahatan yang bersanksikan hukum qishas, seperti
pembunuhan dan perlukaan pada anggota tubuh.®

Dalam buku Hukum Pidana Islam, pada bab tindak pidana atas jiwa
(pembunuhan), dikatakan bahwa pembunuhan dengan ancaman hukuman mati juga
dikenal dalam semua agama dan kitab sucinya, baik injil, taurat, maupun al-Qur’an.
Demikian pula dalam hukum romawi dengan sedikit perbedaan karena adanya
diskriminasi, sesuai dengan tingkatan kelas pada saat itu. Menurut hukum Romawi,
apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan atau pejabat, ia bisa dibebaskan
dari hukuman mati dan sebagai gantinya ia dikenai hukuman pengasingan. Jika
pelakunya kelas menengah maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong
leher (di pancung). Sedangkan untuk rakyat jelata, ia disalib, kemudian diubah
dengan diadu dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan digantung.’

R. Soesilo lebih menegaskan dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Islam Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,

© As-Sayyid Sabiq, Figih as-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)
7 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, cet 11 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 136.



menyebutkan bahwa pembunuhan berarti perbuatan yang mengakibatkan kematian
orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam
niatnya.®

Dalam bukunya Leden Marpaung yang berjudul Tindak Pidana Terhadap
Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya dipaparkan mengenai macam-
macam tindak pidana terhadap nyawa (pembunuhan) dan tubuh (penganiayaan).
Tindak pidana ini dalam KUHP dimuat dalam bab XIX dengan judul “kejahatan
terhadap nyawa orang” yang diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350 disertai
dengan contoh kasus dan putusan pengadilan yang dikenakan pada kasus tersebut.’

Penyusun juga menemukan beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang
ditulis oleh Adib Masykuri yang berjudul “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut
Hukum Pidana Istam Dan KUHP”. Skripsi ini mengkaji tentang kriteria dan sanksi
hukuman pidana delik pembunuhan sengaja serta alasan penetapan kriteria dan sanksi
yang harus diterima pada pelaku pembunuhan sengaja'’.

Selanjutnya dalam skripsi Any Nuranisah dengan judul “Sanksi Pidana
Penganiayaan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana

Islam”, dalam skripsi ini Any hanya membicarakan tentang sanksi pidana pada

¥ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam Serta Komentar-komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1996), him. 240.

% Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan
Prevensinya (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

10 Adib Masykuri, “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam Dan KUHP”,
Skripsi Fakultas Syari;’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).
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penganiayaan saja, padahal kekerasan terhadap anak tidak hanya berbentuk
penganiayaan saja, akan tetapi bisa digolongkan dalam dua bentuk yaitu kekerasan
fisik dan non fisik. Berbicara mengenai anak, di Indonesia telah ada undang-undang
yang melindungi anak dari berbagi bentuk kekerasan dan haknya yaitu Undang-
Undanh No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak'".

Skripsi Sana Ullaili yang bejudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak
Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak dalam Keluarga”. Dalam skripsinya Sana
mengkaji masalah tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam keluarga
khususnya yang dilakukan oleh orang tua dalam pembahasan hukum Islam',

Karya lain dalam bentuk skripsi yang berhasil penyusun telaah adalah “Sanksi
Pidana Atas Tindak Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam Dan
Undang-Undang NO. 23 Tahun 2002” karya Sofwan. Dalam tulisannya, Sofwan
hanya memaparkan masalah sanksi pidana terhadap tindak kekerasan yang terjadi
pada anak berdasarkan Hukum Islam Dan UU No.23 Tahun 2002".

Dari sekian buku dan skripsi sudah banyak yang membicarakan mengenai

pembunuhan, akan tetapi belum ada yang membahas tentang pembunuhan bayi oleh

" Any Nuranisah, “Sanksi Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Positif
Dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002)

2 Sanna Ullaili, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap
Anak dalam Keluarga”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

13 Sofwan, “Sanksi Pidana Atas Tindak Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam Dan
Undang-Undang NO. 23 Tahun 2002”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2006)
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kedua orang tuanya (studi putusan PN Banyuwangi No: 429/Pid.B/2006/PN.Bwi).

oleh karena itu penyusun perlu mengkaji secara lebih spesifik lagi.

E. Kerangka Teoretik

Orang tua sebagai pengemban amanah dari Allah SWT berkewajiban
memberikan pemeliharaan terhadap anak-anaknya yang masih kecil maupun yang
sudah besar akan tetapi belum tamyiz tanpa membedakan jenis kelamin sang anak,
memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak serta apa yang dapat
mendukung pertumbuhan dan perkembangannya, menjaganya dari segala sesuatu
yang dapat menyakiti dan membahayakan kesehatannya, mendidiknya baik jasmani
maupun rohani serta akalnya agar dapat mandiri dalam mengarungi kehidupan dan
memikul beban tanggung jawab. Inilah konsep ideal dalam pemeliharaan anak yang
ditawarkan Islam menurut al-Sayyid Sabiq.'*

Oleh karena itu baik orang tua maupun masyarakat tidak boleh melakukan
perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan jiwa sang anak baik secara fisik
maupun psikologis, sekalipun hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan
persoalan, karena kekerasan bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu
permasalahan apalagi sampai menghilangkan nyawa anak tersebut.

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan dengan tujuan untuk

merealisasikan kemaslahatan umum, memberi manfaat dan menghindari

' Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Alih Bahasa Mohammad Thilib, cet XIII (Bandung : Al-
Ma’arif, 1998), him. 166
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kemudharatan bagi manusia. Untuk merealisir kemaslahatan tersebut, berdasar pada
penelitian ahli ushul figih ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan
diwujudkan. Kelima unsur tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan jika memelihara kelima unsur
teersebut, sebaliknya ia akan merasa adanya mafsadat manakala ia tidak dapat
memelihara kelima unsur tersebut.'® Sebagai aplikasi terhadap kelima hal tersebut
telah diatur dengan adanya sanksi-sanksi hukum secara spesifik. Hal ini menunjukkan
betapa pentingnya kelima hal tersebut untuk dipelihara menurut kaca mata syari’at.

Pada saat sckarang ini banyak sekali kejahatan yang bisa meresahkan
masyarakat. Kejahatan tersebut sampai pada menghilangkan nyawa anak mereka
sendiri. Para ulama mendefinisikan pembunuhan sebagai perbuatan manusia yang
menyebabkan hilangnya nyawa. Sebagian fugaha membagi pembunuhan dalam tiga
bagian yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan
tersalah. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, segala kejahatan yang
menyangkut jiwa manusia, diatur dalam bab XIX dari pasal 338 sampai dengan pasal
350 KUHP.

Delik pembunuhan adalah termasuk kejahatan, yaitu kejahatan terhadap
keamanan jiwa yang diatur dalam pasal 338 KUHP sebagi kaidah umum, sedangkan

pembunuhan itu sendiri dalam KUHP banyak diatur dalam pasal-pasal selanjutnya.

' Fathurrahaman Djamil, Filsafat Hukum Islam, cet 1 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997),
him. 125
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Pembunuhan bayi oleh orang tuanya juga termasuk dalam pembunuhan karena
adanya niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Dalam syari’at Islam unsur-unsur jariamah ada yang bersifat umum dan ada

yang bersifat khusus. Yang bersifat umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya nash yang melarang dan mengancam perbuatan itu. Unsur ini
disebut unsur formil (rukmusy syar’i). unsur ini terkait dengan asas
legalitas dalam hukum terhadap kategori jarimah, asas ini mencakup:

a. Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan

b. Tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan

c. Hukum asal sesuatu itu boleh sampai datang petunjuk yang
melarang,m

2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, disebut unsur materiil
(ruknul maddi)

3. Si pelaku adalah mukallaf , unsur ini disebut unsur moril (ruknul adabi)

Sedangkan yang bersifat khusus tergantung pada unsur tiap-tiap jarimah.

Adapun pembagian jarimah jika dipandang dari berat ringannya hukuman adalah:
jarimah hudud, jarimah gisas-diyat dan jarimah ta’zir. Jarimah gisas-diyat ada lima
yaitu:

a. Pembunuhan sengaja (gatlul ‘amadi)

b. Pembunuhan serupa sengaja (qarlul syibhul ‘amadi)

' A. Djazuli, Figih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam (Jakarta : Raja
Grafindo Perkasa, 1996), him. 7-9
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c. Pembunuhan tidak sengaja (qatiul khoto’)
d. Penganiayaan sengaja (jarkhul ‘amadi)
e. Penganiayaan tidak sengaja (jarkhul khoto’)"’

Untuk dapat diterapkannya hukuman gisas kepada pelaku harus dipenuhi
syarat-syarat yang berkaitan dengan korban. Salah satu syarat tersebut menyatakan
bahwa korban bukan termasuk bagian dari pelaku. Artinya, antara keduanya tidak ada
hubungan bapak dan anak. Dengan demikian, seorang ayah atau ibu, kakek atau
nenek, tidak dapat digisas karena membunuh anaknya atau cucunya. Pendapat ini
dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi menurut Imam Malik, ayah atau kakek
dapat dikenakan hukuman gisas apabila ia sengaja menidurkannya dan
meyembelihnya.'®Dasar hukum dari pendapat jumhur tersebut adalah hadist Nabi
saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Turmudzi, Ibn Majah, dan Baihaqi dari

Umar ibn Al-Khattab, bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda:
9.1 glly all g Sy

Sedangkan alasan Malikiyah adalah bahwa selama seorang ayah tidak betul-
betul sengaja dalam membunuh anaknya, berarti ada syubhat dalam perbuatannya itu,

yaitu misalnya ia ingin memberi pelajaran terhadap anaknya. Akan tetapi apabila ia

'” Marsum, Jinayat (Hukum Pidana Islam) (Yogyakarta : Bagian Penerbitan Fakultas Hukum
UIL, 1984), him. 6-8

¥ Ibn Rusyd Al-Qurtubi, Bidayah Al-Mujtahid, Juz 11 (Dar Al-Fikr, tanpa tahun), him. 300

' Muhammad tbn Ismai’l Al-Kahlani, Subul As-Salam (Mesir: Mathba’ah Mushthafa Al-Baby
Al-Halaby,1960), him. 233 dalam Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar
Grafika), him. 153
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betul-betul sengaja, seperti melentangkan anaknya lalu ia menyembelihnya maka
tindakannya itu menghilangkan syubhat, sehingga dengan demikian ia harus
dikenakan gisas.”

Demikian halnya dengan hukum positif dan KUHP sebagai kitab induk
hukum pidana di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang RI nomor 1 Tahun
1946 dan disahkan mulai 29 september 1958.>'Dalam hukum pidana positif, unsur-
unsur perbuatan pidana dibentuk dari dua unsur:

a. Unsur undang-undang atau unsur tertulis
b. Unsur di luar undang-undang atau tidak tertulis.

Dalam KUHP diatur tentang perbuatan-perbuatan pidana serta sanksi yang
menyertainya, akan tetapi pasal-pasal dalam KUHP ternyata dirasa belum cukup
untuk meliputi semua jenis tindak pidana, untuk itu hakim diberi kewenangan untuk
memberikan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam KUHP mengenai perkara yang
belum diatur secara tegas. Penafsiran tersebut haruslah tidak menyimpang dari
sumber asalnya (KUHP), dan tetap dalam ketentuan undang-undang pidana. Hal
tersebut demi menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat serta menjaga

keseimbangan antara hak asasi individu dan hak asasi masyarakat.”

2 Ibid, him. 153-154
2! R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Bogor : Politeia, 1996), him. 4

2 Djoko Prakoso, Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Perkara Pada Tahap Penyidikan
(Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), him. 87-88
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Dalam memeriksa perkara, majelis hakim perlu meneliti dan menelusuri
secara seksama bukti yang dijadikan bahan tuntutan, sehingga hakim benar-benar
yakin terhadap alat bukti tersebut. Sebab dalam memutuskan suatu perkara seorang

hakim tidak cukup berbekal persangkaan saja. Sebagaimana firman Allah SWT:
) gapaaih Allgay Logh | pmua of 1 gnad Ly Buld oSela o ) gial ol gl

Zopadli ailad Lo e

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa hakim sebelum memutus
perkara harus memeriksa dan meneliti terhadap berita (tuntutan) agar terdapat suatu
kepastian dan kebenaran.

Di dalam sidang pemerikasaan perkara, hakim dituntut untuk benar-benar
meyakini kebenaran alat bukti yang telah diteliti. Sehingga alat bukti tersebut dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini akan mempermudah majelis hakim
dalam memutuskan suatu perkara dan menghilangkan hal-hal yang menjadi keraguan.

Sebagaiman dalam kaidah figih:

2 31 O 5N o
Atas dasar keyakinan dan kebenaran alat bukti inilah hakim meletakkan dasar

putusannya.

B Al-Hujurat (49): 6

2 Asjmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Figih (Qawaid Al-Fighiyya), cet 1 (Jakarta : Bulan
Bintang, 1976), him. 140
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F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian yang penyusun buat ini merupakan jenis penelitian literer (/ibrary
research) yaitu penelitian untuk memperoleh data dengan menelusuri dan
mempelajari berkas-berkas tentang sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan bayi
yang dilakukan oleh orang tuanya di Pengadilan Negeri Banyuwangi tahun 2006.
Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan dan
menguraikan permasalahan mengenai sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan
bayi oleh orang tuanya di Pengadilan Negeri Banyuwangi.
2. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penulisan skripsi ini, Data yang digunakan penyusun dalam penelitian
ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer; yaitu Salinan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi
Nomor: 429/pid.B/2006/PN.Bwi dalam kasus pembunuhan bayi oleh kedua
orang tuanya.

2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari bahan-bahan pustaka lainnya, seperti
buku, artikel, jurnal, ensiklopedi, sofiware kitab-kitab Islam, dan data
internet yang berisikan pendapat para pakar atau praktisi dan hal-hal yang
memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian

penelitian
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3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus.
Bahan-bahan tersebut dimaksudkan sebagai pendukung dalam menyusun

ketajaman analisis penulis.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan
normatif yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti mengenai sanksi
delik pembunuhan bayi oleh orangtuanya dengan nomor perkara
429/Pid.B/2006/PN.Bwi di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan melihat sesuatu
itu baik atau tidak berdasarkan norma-norma yang ada, peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berdasarkan hukum Islam
4. Teknik Analisis data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content
analisys (analisis isi). Dengan analisis semacam ini diharapkan dapat memilah dan
memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada dan searah dengan objek kajian
yang dimaksud dan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih obyektif dan sistematis
dalam menganalisis putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tentang pembunuhan

bayi oleh kedua orang tuanya.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulisan karya

tulis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
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Bab pertama menguraikan pendahuluan, terdiri dari latar belakang munculnya
masalah yang akan dijawab, tujuan dan manfaat penelitian yang merupakan arah
penelitian yang dilakukan, telaah pustaka sebagai pembanding dan pembeda dengan
penelitian sebelumnya, landasan teori sebagai gambaran alur yang melandasi
penulisan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua penyusun mencoba memaparkan tentang pertanggungjawaban
pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh orang tuanya. Dalam bab ini akan
dijelaskan seputar pengertian, dasar hukum, kriteria, serta pertanggungjawaban
menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam

Bab ketiga membahas tentang putusan pengadilan negeri banyuwangi
terhadap tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh orang tuanya. Dalam
bab ini akan dijelaskan seputar landasan dan dasar hukum pemidanaan, pertimbangan
hakim dalam penjatuhan putusan, dan bagaimana putusan hakim dalam memutuskan
perkara Nomor : 429/Pid.B/2006/PN.Bwi.

Bab keempat membahas tentang analisis terhadap delik pembunuhan bayi
oleh orang tuanya di Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagaimana terdapat dalam
putusan Nomor : 429/Pid.B/2006/PN.Bwi , meliputi di dalamnya dari segi penetapan
sanksinya serta petimbangan hakim dalam mamutuskan pekara tersebut.

Bab kelima diakhiri dengan penutup, yang berisi kesimpulan penyusun
mengenai pembahasan yang telah terpaparkan sebelumnya dan saran-saran untuk

pengembangan studi lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari

pokok permasalahan yang telah penyusun uraikan pada awal pembahasan dan yang

termenjadi fokus dri studi penelitian skripsi ini.

1.

Dalam kasus pembunuhan bayi oleh orang tuanya nomor regrestrasi No:
429/Pid.B/2006/PN.Bwi, yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri
Banyuwangi, bahwa terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar hukum
telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang bayi, perbuatan
para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal
338 KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke-1IKUHP, yaitu diancam dengan penjara
selama 15 (lima belas) tahun, namun karena berbagai macam pertimbangan di
antaranya berdasarkan para saksi dan alat bukti dan dalam persidangan
terdakwa berperilaku sopan maka Pengadilan Negeri Yogyakarta hanya
memutus terdakwa dengan penjara masing selama 3 (tiga) tahun dan 10
(sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dalam
memutuskan perkara tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi menggunakan
dasar hukum pemidanaan Pasal 183 KUHP yaitu berkaitan dengan hakim
dalam menjatuhkan pidana minimal dengan dua alat bukti yang sah dan

memperbolehkan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan

76
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bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dan Pasal 197(1) huruf f
(KUHAP) dasar pemidanaan yang berkaitan dengan keadaan yang
memberatkan dan yang meringankan terdakwa. sedangkan sebagai dasar
dalam penuntutan menggunakan Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke-
1KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa.

. Sistematika pertimbangan hakim secara yuridis diatur dalam Pasal 197 ayat
(1) huruf d KUHAP pada pasal tersebut pertimbangan hakim ditentukan
secara limitatif sebagai pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai
fakta dan keadaan beserta barang bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di
sidang yang menandai dasar penentuan kesalahan terdakwa, dan yang menjadi
pertimbangan lain adalah hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang
memberatkan terdakwa. Mengenai pandangan hukum pidana Islam terhadap
putusan, Dalam hukum Islam apabila seorang melakukan tindak pidana dan
dinyatakan sudah baligh maka hukumannya bukan lagi gisas akan tetapi
hukuman fa’zir (dalam kasus pembunuhan orang tua terhadap bayinya),
karena bentuk dan jenis hukuman fa zir tidak ditentukan secara pasti dalam
nash, sehingga dalam pemberian hukuman diserahkan pada hakim untuk
menentukan sanksi hukuman maka hukuman harus bersifat edukatif dan

memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa.



78

B. Saran

Saran untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin canggih dan

maju dengan berbagai budaya, agama dan etnis.

1.

Hukum Indonesia perlu dikaji ulang kembali, terlebih pada Perundang-
undangannya yang masih belum memenuhi nilai kestandaran dan nilai
keadilan. Hal ini disebabkan hukum yang berlaku di Indonesia masih warisan
kolonial Belanda, sehingga menjadikan hukum di Indonesia belum bisa
berdiri sendiri dalam membentuk sebuah perundangundangan.

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, untuk selayaknya sebuah
Pengadilan, khususnya pengadilan yang menangani tindak pidana, dalam
memutuskan suatu putusan harus benar-benar mewujudkan keadilan, dengan
berpedoman dan berlandaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh
hukum Allah dan Rasulnya, terutama delik pembunuhan bayi yang dilakukan
oleh orangtuanya sendiri.

Sebagai saran terakhir, bagi pembentuk undang-undang pidana, hendaknya
memasukkan nailai-nilai kelslaman dalam membuat suatu peraturan hukum

sebagai perwujudan sikap takwa terhadap aturan Allah dan Rasulnya.
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